GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 282 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 masih dalam proses evaluasi
oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka
untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya darurat,
keperluan mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu
dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat
terus berjalan;

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan
Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menyatakan bahwa pengeluaran kas yang
mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan
diundangkan dalam lembaran daerah, tidak termasuk
pengeluaran darurat dan/atau keperluan mendesak yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerabh;

1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;


http://kaltimprov.go.id

Menetapkan E

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gubernur

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kahmantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2093
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi‘k
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

adalah Gubernur Kalimantan Timur.




10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah  Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Kalimantan Timur dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh BendaharaPengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
peijanjian kontrak keija atau surat perintah kerja lainnya dan pemhayaraii
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan.



15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerlntah daeah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

16. Belanja pegawa1 dalam kelompok belanja operasi merupakan belanja
kompensa31 dalam bentuk gaji dan tunJangan serta penghasilan lainnya
yang dlbepkan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

17. Surat Penntah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI

Pasal 2

(1) Untuk me:mbiayai belanja pegawai yang telah dialokasikan setiap bulan
pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Daerah akan
melakukan pengeluaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran
2021.

(2) Pengeluajran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk
membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mendesak.

Pasal 3

Belanja pegavlvai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan
belanja kompensas1 dalam bentuk gaji, tunjangan, uang representasi,
tunjangan plmplnan dan anggota DPRD, gaji Gubernur yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

|

§ Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan
SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk
dlterbltkan SP2D.

(2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana
dimaksud |pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS
setelah diterbitkannya SPD.

Pasal 5

(1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran
daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluarqln Pembantu serta Pejabat Pengelolaan Keuangan pada
Perangkat Daerah.

(2) Bendahard pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu
ditetapkaﬂ dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala
SKPD dari|PNS yang memenuhi syarat.




BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SAT3ANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 74.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO.

ROZANI
PEMBINA UT;
NIP. 19710124 19?



